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QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 49 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAII

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

(OS]

BUPATI BIREUEN,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Dacrah. Retribusi Pemakaian Kckayaan Daerah
merupakan jenis Retribusi  Dacrah yang pungulannya menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;

bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan
pembiayaan, perlu menetapkan  Retribusi  Pemakaian Kekayaan

Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Dacrah;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suaty Qanun.

- Undang-undang  Nomor § Tahun 198] tentang  Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Tahun 19§] Nomor 76, Tambahan

l.embaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor |8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara “Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 lentang - Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undung-undung Nomor 25 “Lahun 999 lentang Perimbangan

usat dan Daerah (Lembaran Negara
999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Keuangan Antara Pemerintah p

Tahun |
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5. Undang-undang Nomor 44 “Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3893);

6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Birecuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3897);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pcrubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah (Lcrhbaran Negara Tahpn 2000 Nomor 246,
Tantbahan Lembaran Negara Nomor 4048),

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 200] tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

I'T.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus;i
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139),

12.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribus; Daerah;

I5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan dj bidang Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang

Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II;

I7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota:

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Dacrah;

19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Dacrah;

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

*»

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB ... /%
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. BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang
berlaku;

5. Kas Daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Bireuen;

6. Badan adalah Suatu benquk Badan Usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Dacrah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,

Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organiyasi yang

sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha

lainnya;

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribus; atas jasa yang disediakan

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karefia pada

dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut
retribusi adalah pembayaran  atas pelayanan  pemakaian kekayaan
Dacrah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan
pesta, pemakaian kenderaan/alat-alat berat milik Dacrah;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan ydiig menurut
Peraturan Perundang-undangan  Retribusi Dacrah diwajibkan untuk

melakukan Pembayaran Retribusi;

10-Masa Retribusi adalah suaty Jangka waktu tertenty yang mérupakan
oatas waktu bagi wajib  retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan
Daerah;

L
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I'l.Surat Pendafiaran Objék Retribusi Dacrah yang selanjutnya dapat
disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk melaporkan objek retribusi dan wajib Retribusi scbagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Dacrah;

12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang;

I3.Surat Ketetapan Retribusi  Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat. Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

14.Surat Ketetapan Retibusi Daerah Lebih Bayar, yang sclanjutnya dapat
disingkat SKRDLB adalah Sura Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena Jumlah kredit retribusi lebih
besar dari dari pada retribusi yang lerulang atau tidak seharusnya
terutang;

I5.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

16.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan vleh Wajib Retribusi:

17.Pemeriksaan  adalah  serangkaian kegiatan  untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Dacrah;

I8. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi D;lerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya discbut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan lersangkanya;

RAR //\/
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BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kcekayaan Dacrah dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Dacrah;
Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan

Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi:

a. Pemakaian kenderaan/alat-alat berat milik Daerah;
b. Pemakaian jasa alat-alat laboratorium pengujian material.

¢. Sewa tanah Pemerintah Dacrah.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemeriksaan Kckayaan daerah
untuk pelayanan  umum, antara lain: pemeriksaan daging impor,
pengujian hasil mutu;

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau

badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB II1
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah digolongkan scbagai Retribusi Jasa
Usith;
BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkiin jangka waktu Pemakaian

/4‘/
BAB PR R £X
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BAB Y

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya tarif retribusi

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh “keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang

beroperasi secara efisien dan beroricntasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Jenis kekayaan yang digunakan

dan jangka waktu pemakaian dan sampel pengujian,

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di
Wilayah Dacrah atay sckitarnya,

(3) Dalam hal tarif pasar yang sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa,
yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa. -

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai
termasuk pegawai tidak (clap, belanja barang, belanja pemeliharaan,
sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua  biaya

rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan

Jasa.
b. biaya tidak langsung  yang meliputi  biaya administrasi umum,
dan biaya lainnya Yang mendukung penyediaan Jasa.

(5) Keuntungan ... /%
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(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hurat b ditetapkan

dalam persentase tertenty dari lotal biaya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) dan dari modal

(6) Struktur dan besarnya il sebagaimana dimaksud dalam ayal (1), (2)

dan (3) ditetapkan sehagan beriku:

Retribusi Pemakaian Kenderaan / alat-alat berat dan alat laboratorium

L Bulldozer Rp. 1.200.000 / hari
2. Wheel loader Rp. 800.000 / hari
3 Dump truck 5 ton (1 lmao) Rp. 180.000 / hari
4. Dump truck 3,5 ton (Isuzu) Rp. 125.000 / hari
5. "Truck bak terbuky 3,5 ton Rp. 65.000 / hari
6. Truck tangki air Rp. 150.000 / hari
7. Mesin penyaring Rp. 50.000 / hari
8. Pemecah batu 30 Rp. 850.000 / hari
9. Mesin penyampur aspal Rp. 350.000 / hari
10.Mesin penyemprol aspal 1000 liter Rp, 250.000 / hari
T Mesin penyemprot aspal 4000 liter Rp. 700.000 / hari
12.Mesin penyemprot aspal 400 liter Rp. 80.000 / hari
I3. Mesin penghampar aspal Rp. 800.000 / hari
14. Motor Grader Rp. 1.250.000 / hari
I'5. Stumper Rp. . 80.000 / hari
16.Mesin Gilas bergetar 1 ton Rp. 200.000 / hari
I'7. Mesin gilas bergetar 6-7 ton Rp. 400.000 / hari
I8.Mesin gilas bergetar 3 roda 8-10 tonRp. 450.000  /hari
19. Mesin gilas roda karet 8-15 (on Rp. 400.000 / hari
20. Mesin gilas tandem 6 - 10 ton Rp. 250.000 / hari
21. Pompa air (1,50 mm) 30 M3 Rp. 30.000 / hari
22 Compresor 210 M3 / jam Rp. 225.000 / hari
23. Alat penggetar beton Rp. 30.000 / hari
24. Pengaduk beton 125 liter Rp. 75.000 / hari
25.AMP 10 t/j Rp. 900.000 / hari
206. Excavator (back-hae) Rp. 1.250.000 / hari
27 Truck Tangki Penyedot Tinja Rp. - 50.000  Ktangki
- Pengujian ... /4‘/
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Pengujian /Pengetesan | aboratorium

. Test| aboratorium

L Job Mix Timbunan - Rp.350.000: Per 1000 M3 Material
2 Job Mix Base A - Rp.300.000: Per 500 M3 Material
3. Job Mix Buse 13 * Rp.350.000: Per 500 M3 Material
4Job Mix LPA (Base Course): Rp.350.000 : Per 500 M3 Material
5. Job Mix Beton * Rp.400.000: Persample Pengecoran

LI Pengetesan Lapangan

[ Sand Cane ' Rp. 35.000: Per Titik
2 DCP (Daimond Conerette Pikno Met): Rp. 30.000 ¢ Per Titik
3. CBR (Calitornia Barring Ratio) © Rp. 30.000: Per Titik
4. Cor Drill Asphaly t Rp. 75.000 : Per Titik
5. Cor Drill Beton * Rp. 100.000: Per Titik
(\.rSondir Bangunan Gedung © Rp. 500.000: Per Titik
7. Sondir Jembatan © Rp. 750.000: Per Titik
8. Boring Sampel Tanah t Rp. 600.000: Per Titik
9. Hammer "I'est  Rp.50.000: Per Titik
10.Test Kekuatan Beton D Rp.25.000: per sample
'L Marshal ‘T'est * Rp. 50.000: Per sample

= Sewa tanah Pemerintah Dacraly ditetapkan berdasarkan kelas yaitu :

4. Tanah Kelas A sebesa Rp. 6.000,-M*bulan
b. Tanah Kelas B schesar Rp. 4.500,-/M*bulan
¢. Tanah Kelas C sebesar Rp. 3.500,-/M¥bulan

(7) Penentuan Tanah Kelas A B dan C akan ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Bupai,

(8) Sewaalat berat selamy | hart disamakan dengan § jam.

BAB VI
WILAYAI PEMUNGUTAN
Pasal Y

Retribusi yang lerutang dipungut di Wilayah Dacrah lempat pelayanan
pemakaian kekayaan Dacral diberikan,

v/
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BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10
Masa retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya | (satu) bulan atau

ditetapkan lain oleh Bupai berdasarkan kontrak hak pemakaian.

-

Pasal 11
Retribusi tcrutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang sah.
BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12
(2) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(3)SPAORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan
Jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atay

kuasanya.

(4) Bentuk, isi  serla tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD

scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1)

ditetapkan retribusi lerutang dengan menerbitkan SKRD atay dokumen

lain yang sah:;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan
atau data yang  semula belum terungkap yang  menyebabkan
penambahan  jumlah  refribusi yang terutang ‘maka dikeluarkan

SKRDKBT:

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRSD atau dokumen lain yang
sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) di tetapkan oleh Bupati.

.. /l/
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BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang sah dan SKRDKRBT.
BAB X1l
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %

(dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

*

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang sah,
SKRDKBTdan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyctoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Bupati.
BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera

sctelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam ... 4”
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus meluinasi

retribusinya yang (erutang,

(3) Surat teguran sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh

pejabal yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
au pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang sah,
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonecsia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan

retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran

ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap scbagai surat keberatan, sehingga
tidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan  keberatan  tidak menunda kewajiban membayar Retribusi

dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

.
Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

Surat keberatan diterima harus memberi keputusan keberatan yang

(2) Keputusan ... /17/
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(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
alau scbagian, menolak atay menambah  besarnya retribusi yang

terutang;

(3) Apabila jangka wakty sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang

diajukan terscbut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(1) Atas 'kclcbihan pembayaran  retribusi, Wajib  Retribusi  dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (ecnam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana

dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan Keputusan;

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Dacrah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi di anggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam Jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuly ulang retribusi tersebut;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
scjak ditesbitkannya SKRDLI:
(6) ApabiJa pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat

Jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar

2 % (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

Pasgl /%
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Pasal 21

(1) Permohonan  pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan

secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;
¢. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang disingkat dan jelas,
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

secara langsung atau melalui Pos tercatat:

(3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima olch Bupati.

Pasal 22
(1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah
membayar kelebihan retribusi;
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, scbagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti

pcminziah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 23
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi;

(2) Pemberian  pengurangan,  keringanan  dan pembebasan  retribusi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib
Retribusi antara lain, Lembaga Sosial untuk mengatur, kegiatan social,

bencana alam;

(3) Tm werd
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(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
sleh Bupati.
BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan - retribusi, kedaluwarsa  setelah
mclampaui jangka wak{u 3 (tiga) tahun terhitung scjak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana

dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa  penagihan  retribusi scbagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung,
BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi

yang terutang,

(2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran,

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah

diberi wewenang khusus scbagai penyidik untuk melakukan penyidikan

A
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(2) Wewenang Penyidik scbagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) adalah:

2 Menenma, mencant dan mengumpulkan serta meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atay laporan tersebut menjadi lengkap dan
Jelas;

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang prnibadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. Memerikss buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

¢ Melakukan  pengeledahan  untuk mendapatkan  bahan  bukn
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penytaan terhadap barang buku tersebut:

. Meminta bantuan tcnaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan undak pidana dibidang retribusi daerah:

Menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada hurufe;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

.. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

(o]

ya

J- Menghentikan penyidikan:

k. Mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribust dacrah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan

(3)Penyidik  scbagaimana dimaksud  dalam ayat (1) pada Pasal inj
memberitahukan  dimulainya  penyidikan dan‘ menyampaikan  hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai

peraturan pelaksanaannya  akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati,

Pasal 28
Pada sfat mulyj berlaku  Qanun ini, maka semua peraturan  yang
anun ini dinyatakan tidak berlaky lagi.
Pasal 29
a langgal diundangkan.

bertentangan dengan

Qanun ini mulaj berlaku pad

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini dengan penempatannya dalam |.embaran Dacrah Kabupaten Bireuen,

Disahkan di Bircuen
zal 30 November 2002 M

Diundangkan di Bireyen
Pada tanggal 2 Desember 2002 M

e, 27 Ramadhan 1423 H
4 K,,'};-.

}T\,KIJRAH KABUPATEN,

‘EMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 54

A
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PENJELASAN
/\TAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 49 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

L. PENJELASAN UMUM :

I Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk menwujudkan Otonomi Daerah
yang luas, nyata dan bertanggung  jawab kepada Daerah diberikan
kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus  rumah

tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli

Daerah.

't\)

Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta
untuk adanya ketertiban penyewaan pemakaian kekayaan yang dimiliki
Daerah yang sesuai dengan standar harga tarif penyewaan, dipandang perlu

menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam  pemungutan Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu diatur dalam suatu Qanun.

IL. PENJE..ASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal |

Cukup jelas.
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Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal §
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal §
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 1]
Cukup jelas.
Pasal 12 -
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

W A
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Pasal 17

Cukup jelas
Pasal |8

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 2|

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jolas
Pasal 25

Cukup yelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
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